BAB YV
PENUTUP

5.1 Kesimpulan dan Rekomendasi

5.1.1 Kesimpulan

Trias Politika, sebagai prinsip fundamental dalam sistem pemerintahan
demokratis, menggarisbawahi pentingnya pemisahan kekuasaan negara menjadi
tiga cabang utama yakni eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Tujuan utama dari
pemisahan ini adalah untuk mencegah pemusatan kekuasaan di satu tangan, yang
dapat mengarah pada penyalahgunaan dan tirani. Sebaliknya, dengan membagi
kekuasaan, tercipta sistem checks and balances yang saling mengawasi dan
mengimbangi, sehingga meminimalkan risiko otoritarianisme dan memastikan
akuntabilitas pemerintahan. Di Indonesia, konsep Trias Politika telah mengalami
evolusi yang signifikan seiring dengan perjalanan sejarah politik dan
ketatanegaraan. Meskipun tidak dianut secara absolut seperti dalam beberapa
sistem pemerintahan lainnya, prinsip-prinsip dasar Trias Politika telah diakomodasi
dan diimplementasikan melalui berbagai mekanisme konstitusional dan
kelembagaan. Perkembangan ini mencerminkan upaya untuk mewujudkan
pemerintahan yang lebih demokratis, transparan, dan responsif terhadap aspirasi
rakyat.

Implementasi Trias Politika di Indonesia tidak terlepas dari berbagai
tantangan dan kompleksitas. Salah satu tantangan utama adalah potensi tumpang
tindih kewenangan antar lembaga negara, yang dapat menyebabkan
ketidakefisienan dan konflik kepentingan. Misalnya, intervensi eksekutif terhadap
legislatif atau sebaliknya dapat mengganggu keseimbangan kekuasaan yang ideal,
sementara ketidakjelasan batas antara eksekutif dan legislatif dapat menciptakan
ruang bagi penyalahgunaan wewenang. Selain itu, dinamika politik yang kompleks,
termasuk polarisasi politik dan pengaruh partai politik, dapat mempengaruhi
independensi dan objektivitas lembaga-lembaga negara. Dominasi partai politik
tertentu dalam proses pengambilan keputusan di legislatif, misalnya, dapat

mengurangi keberagaman pendapat dan menghambat representasi kepentingan
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yang lebih luas. Begitu pula, lembaga yudikatif sering kali menghadapi tekanan
politik yang dapat mempengaruhi proses peradilan dan integritas putusan hukum.
Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, diperlukan upaya-upaya
komprehensif dan berkelanjutan untuk memperkuat implementasi Trias Politika di
Indonesia. Penguatan koordinasi antar lembaga negara, melalui pembentukan
forum dialog dan mekanisme konsultasi yang efektif, dapat membantu mengurangi
tumpang tindih kewenangan dan meningkatkan sinergi dalam menjalankan tugas
dan fungsi masing-masing. Reformasi hukum yang lebih tegas dan komprehensif
juga diperlukan untuk memperjelas batas-batas kewenangan antar lembaga dan
memastikan akuntabilitas yang lebih tinggi. Pengembangan lebih lanjut
implementasi Trias Politika harus fokus pada penguatan independensi lembaga
negara, terutama lembaga yudikatif, agar dapat menjalankan fungsi peradilan secara
adil dan imparsial. Lebih dari itu, upaya-upaya ini harus didukung oleh partisipasi
aktif dari masyarakat sipil, pejabat pemerintah, dan partai politik untuk
menumbuhkan lingkungan politik yang menekankan kolaborasi, transparansi, dan
akuntabilitas lembaga negara. Dengan demikian, Trias Politika dapat berfungsi
secara efektif sebagai landasan bagi pemerintahan yang demokratis, adil, dan

makmur di Indonesia.

5.1.2 Rekomendasi untuk Peningkatan Sistem Pemerintahan Indonesia di

Masa Depan

Dalam mewujudkan sistem pemerintahan Indonesia yang lebih baik di masa
depan, diperlukan serangkaian langkah strategis yang saling berkesinambungan.
Reformasi birokrasi dan desentralisasi menjadi fondasi utama. Penyederhanaan
prosedur dan regulasi akan mempercepat pengambilan keputusan dan pelaksanaan
program, sementara peningkatan kapasitas pemerintah daerah akan mengatasi
ketimpangan antar wilayah dan memastikan akuntabilitas penggunaan anggaran.
Langkah ini harus diiringi dengan peningkatan transparansi dan akuntabilitas di
semua lini pemerintahan. Penguatan mekanisme akuntabilitas dalam pengelolaan
keuangan dan operasional akan mencegah korupsi, kolusi, dan nepotisme,
sementara partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan akan memastikan

kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan riil.
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Di era digital, pemanfaatan teknologi menjadi keharusan. Implementasi
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) akan meningkatkan efisiensi dan
aksesibilitas layanan publik, sekaligus memodernisasi pengelolaan pemerintahan.
Kemampuan beradaptasi terhadap perkembangan teknologi yang pesat juga krusial
agar sistem pemerintahan tetap relevan dan efisien. Di sisi lain, reformasi politik
yang komprehensif diperlukan untuk meningkatkan kualitas demokrasi. Evaluasi
proses pemilu dan reformasi undang-undang terkait akan menghasilkan partai
politik yang lebih berkualitas dan proses demokrasi yang lebih matang, sehingga
menghasilkan pemimpin yang kompeten dan bertanggung jawab.

Pada akhirnya, penguatan lembaga penegak hukum, khususnya dalam
pemberantasan korupsi, adalah kunci utama. Pendekatan kolaboratif antara
pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta dalam memberantas korupsi akan
menciptakan sinergi yang kuat dan efektif. Dengan implementasi berkelanjutan dari
langkah-langkah ini, Indonesia dapat membangun sistem pemerintahan yang
efisien, transparan, akuntabel, dan responsif, yang pada akhirnya akan

meningkatkan kesejahteraan dan kemajuan bangsa.
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